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ABSTRAK

Praperadilan adalah sebagai sarana pengendali dan pengawas atas tindakan institusi kepolisian dan kejaksaan terhadap kesalahan dalam tindakan penyidikan/ proses penuntutan (dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan,dan penyitaan). Kesalahan itu baik berupa undue process of law ataukah terjadi eror in persona dalam penangkapan/ penahanan.Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Adapun permasalahan  Bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam praktiknya ? Apakah lembaga pra peradilan masih perlu dipertahankan dalam sistem peradilan Indonesia atau harus diganti dengan Hakim Komisaris sebagaimana rancangan KUHAP Baru ?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas  Fungsi lembaga praperadilan dan peranannya dalam melindungi Hak asasi manusia. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan. 

Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan meliputi hal-hal untuk melakukan tindakan hukum oleh pejabat/insitusi harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, yang keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana. Praperadilan dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenai gugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainya pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasan tersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atau tidaknya permohonan dimaksud. Pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadap aturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangka maupun korban. 
ABSTRACT 

Pretrial is as a means of controlling and supervising the actions of police institutions and the prosecutor's office against errors in investigative actions / prosecution processes (in arrests, detention, search and seizure). The error is either in the form of an undue process of law or an error occurs in person in arrest / detention. Forced conduct carried out in Investigations and Prosecution by the competent institution can be controlled through the Pre-Judicial Institution. The aim of this institution is to establish the rights of suspects to be protected, especially in the case of illegal arrest and detention and the cessation of investigations and prosecutions. Although the institution has been regulated in positive law (Law No. 8 of 1981), in its application there are still weaknesses both in its formulation and in its application in court so that there is no protection of human rights for suspects. As for the problem How is the position and function of pretrial institutions in the criminal justice system in Indonesia to protect human rights in practice? Does the pre-judicial institution still need to be maintained in the Indonesian justice system or must it be replaced with a Judge Commissioner as per the draft New Criminal Procedure Code?

The research method used is a normative juridical approach, which sets certain norms to a phenomenon by examining secondary data and discussing the functions of pretrial institutions and their role in protecting human rights. While the data analysis uses qualitative juridical methods, namely sourced and literature studies and field studies, then arranged systematically, after being analysed descriptively. Research emphasizes the study of secondary data analysis or literature studies supported by primary data, namely field studies.

Pretrial has an important role to minimize the misuse and abuse of authority in the implementation of the law enforcement process. Pretrial that is carried out within the authority of the judiciary includes matters for taking legal actions by officials / institutions must be based on the legal provisions that apply in handling criminal cases, both court decisions and legal remedies, both of which are part / instruments in the criminal justice system. Pretrial in its application there are still problems, especially regarding the fall of pretrial petition caused by the commencement of criminal cases in a court hearing. For this reason, the object of a pretrial petition is not thoroughly examined through a pretrial decision which considers whether the petition is valid or not. The legal reform (Policy) to the pretrial institution rules ideally focuses on protecting human rights for suspects and victims.
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